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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim dengan hasil kelautan yang menjadi
ciri khas. Menjadi urgensi bagi Nelayan untuk berkumpul demi mempermudah
pekerjaannya. Perkumpulan nelayan membutuhkan kepastian hukum. Notaris di
sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
yang berkaitan dengan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui
peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan, (2)
mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris, dan
(3) akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan
hukum dari notaris.

Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan
data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi
observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif
kualitatif untuk menganalisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Notaris
memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan Nelayan dan Kementerian
Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan
Nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan
diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor-10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan, (3) akibat Hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan
kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan Nelayan maupun anggotanya.

Kata kunci: Peran Notaris, Akta Badan Hukum, Perkumpulan Nelayan
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ABSTRACT

Indonesia is a maritime country with marine products that characterize it.
It is an urgency for fishermen to gather to make their work easier. Fishermen's
associations need legal certainty. Notaries on the other hand have an important
role in providing legal certainty to the public relating to authentic deeds. This
research aims to: (1) determine the role of a notary in making legal entity deeds of
fishermen’s associations, (2) the way for making a legal entity deed by a notary,
and (3) the legal consequences of a fishing association that already has a legal
entity deed from notary.

The researcher uses Juridical Empirical as a research method with primary
and secondary data. Sources of data used by the author through observation
studies, interviews, and literature studies, as well as using qualitative descriptive
methods to analyze the data.

Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) the Notary
has a role as a liaison between the Fishermen's Association and the Ministry of
Law and Human Rights to legalize the authentic deed of the Fisher Association's
legal entity, (2) the mechanism for making a legal entity deed is regulated in
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) the legal
consequences obtained are the enactment of rights and obligations according to the
rules for the Fisher Association and its members.

Keywords: Notary’s Role, Legal Entity Deed, Fishermen'’s Associasion
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BAB |

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Masyarakat dalam kehidupannya erat berkaitan dengan hukum,
hingga muncul istilah ada masyarakat ada norma hukum (ubi societas ibi
ius), dimana sistem hukum selalu menjadi bagian dari masyarakat.!
Ketentuan yang norma maupun kaidahnya dapat diperhatikan sangat
diperlukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang benar dan
terkendali.?

Hukum memiliki beberapa cabang ilmu untuk dipelajari, cabang
ilmu hukum- perdata menjadi salah satunya. Ada beberapa ragam sistem
hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, dimana ketentuan hukum
yang berlaku dalam sistem hukum perdata terdiri bermacam bentuknya.®
Bilamana tidak ada penegakan hukum, maka baik hukum perdata maupun
hukum itu sendiri pun tidak akan berlangsung selaras dengan prinsipnya.

Itulah mengapa para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan

yang penting.

'Hendra, R. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan
Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2012, hal. 01.

2 Rasyidi, M. Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia,
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Jakarta, 2018, hal.109.

3 Tutik, D. (2015). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, hal 04.



Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak
hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan
bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang
berkaitan dengan akta autentik.* Hukum perdata dan Notaris menjadi erat
kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya
untuk mengurus beberapa pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat
dan cabang ilmu hukum tersebut. Menyangkut perihal apa yang menjadi
kewenangan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Alat bukti paling kuat dan penuh ada pada akta autentik dan
peranannya penting dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan
dengan hukum.®> Notaris dititikberatkan sebagai pejabat yang memiliki
wewenang membuat akta autentik. Kebenaran secara formal dimuat dalam
akta autentik pada dasarnya, selaras dengan yang telah diinformasikan ke
Notaris dari pihak terkait.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris menegaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta

autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata

“Permatasari, E., Hanim, L., Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan
Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, Fakultas Hukum Unissula,
Semarang, 2017, hal. 401

5 Mochtar, O. (2017). Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University Press,
hal. 2.

Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. Lex
Privatum, 3(1), hal. 98.



cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Segala perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang termaktub pada peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta autentik merupakan kewenangan Notaris untuk
membuat akta tersebut. Bersamaan dengan itu, Notaris pun berwenang
dalam memberikan grosse, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
mengarsip akta, membuat salinan dan kutipan akta sepanjang dalam
undang-undang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang sudah ditetapkan.’

Dalam hal manfaatnya di kehidupan masyarakat, setidaknya
hubungan hukum dalam kegiatan masyarakat memerlukan akta autentik
yang memiliki peranan penting sebagai- alat bukti terkuat. Kebutuhan
pembuktian tertulis berupa akta autentik meningkat seiring dengan
berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum.® Itulah sebab mengapa
keberadaan akta autentik menjadi suatu hal yang krusial dalam melakukan
segala tindakan dan sesuatunya terlebih dalam ranah hukum.

Di mata hukum, akta autentik merupakan satu dari beberapa tanda
dalam menentukan suatu legalitas. Dibutuhkan suatu legalitas agar status
kepemilikan sebuah badan hukum menjadi jelas. Legalitas merupakan suatu

perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada

"Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat
(1)

8Doly, D., Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah, Negara
Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 271



ketentuan yang mengatur.® Akta autentik begitu diperlukan bagi mereka
yang dalam keperluannya membutuhkan alat pembuktian baik untuk
kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha bersama.®
Masyarakat perlu memprioritaskan hal ini baik ketika berencana membuat
suatu badan hukum dengan berbagai macam jenisnya, seperti Perseroan
Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), pun juga
perkumpulan-perkumpulan yang kejelasan hukumnya diperlukan, termasuk
juga perkumpulan yang beranggotakan masyarakat dengan latar belakang
pekerjaan yang sama. Negara sendiri telah mengatur kemerdekaan untuk
berkumpul dan berserikat pada Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD
NRI 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”**

Keberadaan akta autentik-menjadi wujud dari asas persamaan di
hadapan hukum atau equality before the law dan Notaris memiliki
kewenangan untuk membuatnya. Akta Autentik menjadi syarat apabila
suatu badan hukum berkeinginan memiliki keberadaan yang sah di mata
hukum dan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum layaknya manusia
(persoon). Sifat persamaan di hadapan hukum selaras dengan sifat

kesejajaran (al-Musawah) yang diajarkan oleh agama Islam. Sifat Al-

® Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia

19Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.

1Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E
Ayat (3)



Musawah bagi sesama umat manusia maupun sebagai umat muslim perlu
diterapkan sebab kedudukan antar umat ialah sederajat, sehingga tidak ada
pemaksaan kehendak karena lebih tinggi dari umat yang lain.?

Dalam Al Quran surat Al-Hujurat ayat 13 telah diatur dengan
artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha

Mengetahui, Maha Teliti.”

Prioritas untuk memiliki akta autentik sepatutnya dapat dijadikan
pertimbangan masyarakat dari berbagai latar belakang terkhusus dalam
aspek pekerjaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari demi terciptanya
kesejajaran bagi masyarakat di ranah hukum. Kebutuhan masyarakat yang
telah bekerja, terlebih mengenai perihal urusan akta, menjadi tugas Notaris
dengan tidak terinterpretasi dengan pihak manapun serta berimbang dalam
ruang lingkup kepentingan hukum masyarakat.

Dalam melakukan dan mempermudah nelayan dalam melakukan
pekerjaannya, berkumpul sesama nelayan kerap dilakukan seperti dalam hal
mengumpulkan aspirasi dan saling membantu perihal kegiatan saat bekerja

di laut. Namun dalam membuat perkumpulan yang sah di mata hukum dan

memiliki legalitas belum diindahkan oleh masyarakat awam.

2 Iryani, E. Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Batanghari Jambi,
Jambi, 2017, hal. 29



C.

Maka dari itu, Penulis merasa akta perkumpulan nelayan yang dibuat
Notaris menjadi krusial untuk dibahas sebab akan ada banyak informasi
yang perlu diketahui baik untuk masyarakat nelayan maupun Pemerintah.

Oleh sebab alasan serta latar belakang di atas, Penulis melakukan
penelitian berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN” yang bertujuan agar
memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan terhadap Nelayan,
khususnya, untuk mengetahui lebih jelas tentang akta badan hukum

perkumpulan nelayan.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah

yakni;

1.  Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum
perkumpulan nelayan?

2. Bagaimana mekanisme pembuatan akta badan hukum
perkumpulan nelayan oleh notaris?

3. Apa akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah

memiliki akta badan hukum dari notaris?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;



1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran notaris dalam
pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan akta badan
hukum perkumpulan nelayan oleh notaris.

3. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan

yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris.

D. KEGUNAAN PENELITIAN
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis Penulis berharap penelitian ini  dapat
memberikan manfaat, beberapa diantaranya yakni:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan
ilmu pengetahuan dalam karya penulis terlebih dalam ranah
hukum.

b. Bagi Penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah
ilmu dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh
secara teori di lapangan dan lingkungan masyarakat sekitar.

C. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan

terhadap pengembangan penelitian yang serupa bagi peneliti

lain.
2. Kegunaan Praktis
a. Adanya pengetahuan mengenai akta perkumpulan nelayan

dan kaitannya dengan Notaris dari penelitian ini diharapkan



dapat mengembangkan minat dari para nelayan untuk
mendaftarkan perkumpulannya agar sah menurut hukum dan
dapat memberikan informasi secara akurat dan relevan serta
tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan agar dapat
membantu dalam proses pengambilan keputusan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan
masukan yang berarti khususnya bagi para nelayan serta dan
dapat menjadi masukan untuk para praktisi hukum yang

bersangkutan.

E. TERMINOLOGI

1. Peran dapat diartikan sebagai cikal bakal dari komponen yang
dilaksanakan oleh pihak terkait selama berada pada suatu lingkup
sosial. 1

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.4
Menurut hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidak
dijabarkan dengan khusus, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat

umum dan dapat dianalisis sebagai dasar hukum Islam tentang adanya

BRiyadi. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam
Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138.

14Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1.



peranan Notaris, salah satunya termuat pada Al Quran Surah An-Nisa
ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

G e E b Ria 291 ol O30 il s 0 seilal 155l i) 4l
Gl S5 s 5331 o5l 5 s 0538 28 () 5005 0 (M 83505 o0
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian
jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)

dan lebih baik akibatnya.

Wujud Ulil Amri pada ayat tersebut diyakini sebagai orang yang
membawahi sesuatu urusan (pemerintah). Notaris harus melaksanakan
apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan
maksud peraturan perundangan di sini adalah UUJN dengan segala
kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi untuk Notaris. Notaris
termasuk dalam menjalankan perintah ulil amri dengan melakukan
tindakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

3. Akta dalam hal ini adalah akta autentik adalah suatu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu

dibuat.'®

15 Anton, (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.), Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hal. 15

16 Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Jakarta: Pradnya Paramita.



4. Perkumpulan adalah orang-orang yang berkumpul dan mendirikan
suatu badan atas dasar mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
membagikan keuntungan kepada anggotanya.*’

5. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan

penangkapan ikan.

F. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, Penulis akan menggunakan
pendekatan  Yuridis Empiris. Menurut Waluyo dalam buku
‘Metodologi- Penelitian Hukum - Sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan - Hukum Kontemporer’, metode penelitian hukum
empiris adalah metode bertujuan menemukan fakta-fakta dalam
penelitian hukum dari keadaan masyarakat yang terjadi sebenarnya
untuk dijadikan data yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan

yang dapat dipelajari.*®

17 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan, Pasal 1 ayat (1).

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 1 ayat
3).

19 Benuf, K. Azhar, M, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hal 27
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Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga dapat
diartikan sebagai penelitian hukum dengan data primer atau suatu
data yang bersumber langsung.?°
Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ialah penelitian dengan deskriptif
analisis sebagai cara penggunaannya. Dengan penjabaran deskriptif
analisis, wujud dan arti dari objek yang diteliti dapat diperoleh
secara maksimal dalam penelitian ini. Ditekankan oleh Arikunto
bahwa dikatakan sebagai suatu penelitian deskriptif merupakan
suatu prosedur yang menggunakan cara menganalisa keadaan agar
didapatkan suatu jawaban dari keadaan, kondisi, dan segala hal
terkait. Penelitian deskriptif juga ditegaskan oleh Ratna bahwasanya
penelitian tersebut dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta, lalu
Peneliti dapat menganalisa hasil fakta yang telah diperjelas sehingga
dapat memperoleh kesimpulan dari jawaban yang dicari.?

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan spesifikasi
penelitian struktur teks bagian hasil dan pembahasan penelitian
peranan Notaris pada pembuatan akta badan hukum perkumpulan
nelayan dan akibat hukumnya dapat diperjelas.

Jenis dan Sumber Penelitian

20 Sumitro, R.H. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.

154.

2L Herni, Y. Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan
Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa, Universitas
Bengkulu, Bengkulu, 2016, hal 166
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Jenis dan sumber penelitian untuk menunjang referensi
pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sekumpulan informasi yang
didapatkan dari sumber asli. Informasi-informasi ini
didapatkan dalam bentuk yang belum diolah oleh orang lain
maupun dijadikan menjadi dalam bentuk berkas. Untuk
memperoleh data primer, penting bagi penulis untuk
mendapat jawaban langsung tanpa ada perantara dari subjek
baik seseorang maupun lembaga yang memberi informasi
secara spesifik yang akan dijadikan sebagai sarana untuk
mendapat informasi terkait. 22
b. Sumber Data Sekunder
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber
hukum - dengan sifat mengikat seperti peraturan
perundang-undangan, antara lain:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945
b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

(Burgerlijke Wetboek 1848)

22 Pratiwi, N. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal limiah
Dinamika Sosial, Bali, 2017, hal 211
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d)

9)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013
Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP-
2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka
Penyaluran . Pemerintahan di  Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 6  Tahun 2014 Tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar

Perkumpulan

2)  Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang bersumber

dari penjelasan bahan hukum primer. Contoh dari

13



bahan hukum sekunder adalah hasil dari penelitian
maupun pendapat dari ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat
menerangkan hasil yang telah diperoleh dari bahan
hukum primer maupun sekunder dengan lebih jelas,
seperti kamus hukum, buku-buku yang memiliki
kesinambungan dengan peranan Notaris terhadap akta

perkumpulan nelayan dan kedudukan hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang diperlukan Penulis untuk
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Melalui Observasi
Metode observasi- adalah pengumpulan data yang
secara sengaja, dan terorganisir ~dilaksanakan terkait
kaitannya dengan fenomena sosial maupun gejala di
masyarakat, kemudian diproses melalui proses pencatatan.
Berkaitan dengan penelitian ini penulis berkunjung
menuju  lokasi  penelitian  untuk menemukan dan
mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian,
yakni Pelaksanaan Pengajuan Akta Perkumpulan Nelayan di

Kantor Notaris/PPAT Dwi Satmoko, S.H., M.Kn yang

14



beralamat di Jalan Pemuda Nomor KM. 1, Kedungdoro,
Leteh, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.
b. Melalui Wawancara
Wawancara adalah salah satu teknik untuk
mengumpulkan data bersama narasumber. Penulis akan
mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.
Wawancara ini- dilakukan pada Notaris/PPAT Dwi
Satmoko, S.H., M.Kn dan Benny Pamujiharto, S.H., M.Kn
selaku notaris di Rembang, Jawa Tengah. Lokasi
pelaksanaan wawancara dilaksanakan di kantor masing-
masing notaris, yakni di Jalan Pemuda No. KM 1,
Kedungdoro, Leteh dan Perumahan Sumber Mukti,
Sumbermuktindah, Sumberjo, Kec. Rembang, Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah.
C\ Terhadap data sekunder akan dilakukan dengan studi pustaka
Menurut Zed, studi pustaka atau kepustakaan dapat
diartikan sebagai sekumpulan kegiatan dalam metode
pengumpulan  data  pustaka, seperti membaca serta
mengolah bahan penelitian. 2

5. Analisis Data

2 Supriyadi, Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar
Pustakawan, Lentera Pustaka 2, Semarang, 2016, hal 85
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Analisis Data yang akan dilakukan oleh Penulis adalah
sebagai proses setelah mencari data, untuk mendapatkan makna
yang sepenuhnya jelas hasil dari apa yang telah didapatkan di
lingkungan masyarakat akan diatur dan disajikan secara sistematis.?
Penjabaran tersebut merupakan penjelasan bahwa Penulis akan

menganalisis data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan dalam  penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN. Pada bab pertama ini berisi uraian
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab kedua ini akan
menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi:
dasar hukum  perkumpulan nelayan, peran notaris secara keseluruhan,
peraturan yang memuat tentang akta perkumpulan nelayan, syarat
pembuatan akta perkumpulan nelayan, akibat hukum akta perkumpulan
nelayan terhadap pemilik akta sendiri, cara notaris untuk membuat akta
perkumpulan nelayan, akta pengesahan perkumpulan nelayan menurut

hukum islam.

24 Rijali, A. Analisis Data Kualitatif, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2018, hal 84
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BAB |1l : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab
ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang membahas tentang
pelaksanaan pembuatan akta perkumpulan nelayan, cara notaris melayani
Klien yang ingin membuat akta perkumpulan nelayan, kendala-kendala yang
dihadapi para pihak dalam pelaksanaan, serta upaya mengatasi kendala-

kendala yang terjadi.

BAB IV PENUTUP : Merupakan bab akhir dari penulisan
skripsi yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris
1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris telah mendefinisikan pengertian Notaris,
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang
lainnya”.?> Menurut pernyataan di atas, notaris satu-satunya pejabat
umum yang berwenang membuat akta autentik selama di dalam
peraturan perundangan yang sama atau lain tidak diatur tugas
membuat akta autentik bagi pejabat lain.?®

Selain dalam peraturan perundangan yang terkandung di
atas, dalam norma-norma dan pendapat ahli juga dapat ditemukan
istilah dan pengertian Notaris. Notaris dalam istilahnya juga dikenal
selaku pejabat umum. Istilah pejabat umum sering dipergunakan

istilahnya dalam peraturan perundangan. Pengertian di atas

25 Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1).

26Ratmawati, A. (2015). Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Repertorium, 2(2), hal. 156
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memberikan gambaran mengenai kewenangan notaris, Yyakni
membuat akta selama pihak yang bersangkutan menghendaki atau
akta tersebut wajib dibuat menjadi akta autentik sesuai hukum yang
berlaku. Notaris dalam membuat akta autentik diwajibkan mentaati
aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta.?’
2. Kewenangan dan Tugas Notaris

Cakupan perbuatan yang masuk sebagai suatu tindakan
hukum publik maupun cakupan wewenang pemerintahan termasuk
sebagai suatu lingkup wewenang atau kewenangan notaris.
Wewenang yang dimaksud selain membuat keputusan pemerintah
juga meliputi tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas. Peraturan
perundangan. sendiri telah mengatur pemberian wewenang notaris
serta pembagian wewenang utamanya.?®

Untuk memberikan manfaat dalam melayani masyarakat
dalam memberikan  kepastian serta perlindungan hukum
khususnya dalam bidang hukum perdata, jabatan umum notaris
dibentuk oleh negara dengan mengatur aturan hukum yang secara
spesifik ada di dalam UUJN. Dengan demikian, jabatan notaris
dapat dikatakan sebagai salah satu organ negara atau alat
perlengkapan negara yang menjalankan sebagian fungsi negara

dalam melayani masyarakat umum, dan dengan kewenangan

27 Borman, M. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Jurnal Hukum dan
Kenotariatan, 3(1), hal. 76.

28 Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia, 4, hal. 22.
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yang ada padanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15
UUJIN.%®

Apabila membahas mengenai pemahaman dasar hukum
kenotariatan di Indonesia, perlu diketahui dasar dari ketentuan
lingkup kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris yang
termaktub pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-
Undang No. 2 Tahun 2014 khususnya mengenai kewenangan
Notaris telah diatur pada Pasal 15, yakni: “(1) Notaris berwenang
membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan
penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain
yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan
dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah
tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari

asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat

2% Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti
Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. Lentera Hukum, 5(2), hal 334.
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uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi
sehubungan dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan
hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang
berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.”°

Notaris dapat mengkaji keselarasan antara kehendak dari
para pihak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
jangan sampai  kehendak para pihak mencederai peraturan
perundangan di mata hukum. Notaris perlu memegang prinsip pada
UUJN saat melaksanakan jabatanya. Tujuan dari loyalitas Notaris
pada memegang prinsip UUJN dapat dilakukan pada saat melakukan
syarat-syarat keaslian sebagai seorang Notaris, menjaga keabsahan
dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, serta sebagai sikap
preventif atas cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan
hilangnya keaslian dan batalnya Akta Notaris hingga pihak
masyarakat (dikhususkan pada pihak-pihak yang berkepentingan)

merasa dirugikan.=!

30 Republik Indonesia, Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15.

31 Siti, F. D. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
Lex Renaissance, 3(2), hal. 412.
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Kewenangan Notaris memiliki ketentuan-ketentuan yang
termasuk  dalam  bagian penting sebagai rangkaian untuk
mendapatkan kepastian hukum yang bersifat terang. Kepastian
hukum tersebut termasuk ketertiban dan perlindungan hukum yang
berkaitan dengan alat-alat bukti yang tertulis dan memiliki sifat
autentik.32

Kewenangan notaris diatur dalam pasal 15 UUJIN

perubahan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:*

a. Kewenangan Umum Notaris.
b. Kewenangan Khusus Notaris.
C. Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN Notaris juga mengatur lebih
lanjut mengenai tugas dan wewenang Notaris, dimana di dalamnya
membuat akta autentik telah diatur untuk menjadi tugas Notaris dan
hal yang sama berlaku bagi kewenangan lainnya sebagaimana yang
dimaksud dalam UUJN. Sebagaimana dimaksud dengan
“kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan”, antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi
yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta

ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

%2 Krisdianto, R., Maradesa. (2014). Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan
Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Lex
Privatum, 2(3), hal. 139-140.

33 Anand, G. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Surabaya: Prenada Media, hal. 38.
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Berdasarkan pernyataan Herlien, notaris mengemban tugas
yang notabene merupakan tugas pemerintah, sehingga akibat hukum
berlaku pada hasil pekerjaan notaris. Beberapa dan sebagian
kekuasaan negara diserahkan kepada Notaris, menjadikan akta
notaris dapat secara langsung menjadi sah sifatnya di mata hukum
dan bersifat final, dan juga berlaku sebagai akta yang berkekuatan
autentik. Berkaitan dengan tugas Notaris, bentuk dari suatu akta
notaris pada hakikatnya didasari oleh keterangan-keterangan dari
para pihak, kemudian dicantumkan perbuatan-perbuatan dan hal-hal
lain daripadanya. Bagaimanapun,  secara umum ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(yang selanjutnya disebut KUHPerdata) maupun UUJN harus
diikuti notaris.>* Selain yang tercantum pada peraturan perundangan,
Notaris ditugaskan untuk cermat, tidak berdasarkan dugaan, dan
melihat secara pasti kaitannya dengan hubungan hukum antara para
pihak secara tertulis sesuai format yang disediakan, itulah yang
dikatakan sebagai akta autentik. Dalam suatu proses hukum, Notaris

membuat dokumen yang kuat.*®

B. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam

3 Ratmawati, A. (2015). Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Repertorium, 2(2), hal. 156

% Thong Kie, T.

Baru, hal. 159.

(2000). Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I. Jakarta: PT. Ichtiar
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Ketentuan terhadap jabatan Notaris tak disebut langsung menurut
hukum Islam. Namun dalam penelitian ini dapat dianalisa beberapa ayat
yang berkesinambungan dan dapat memperjelas ketentuan hukum Islam
tentang peranan Notaris, disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59
sebagai berikut:

2 o R E 8 B 291 Il 5 J3anl ) sahaly 0 1 silal 13 Gl
S 56 GRals 5a alld SaN) o5l 5 AL §ie s &K O I3k 3l ) 65308,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Yang dimaksud dengan Ulil Amri pada ayat tersebut ialah orang
yang diutus untuk melaksanakan suatu urusan oleh orang-orang yang
memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Notaris bisa menjadi kata ganti atau
subjek yang dimaksud ayat ini. Peraturan perundang-undangan dari
pemerintah hukumnya wajib untuk ditaati oleh Notaris, yang dimaksud
peraturan perundangan di sini adalah- UUJN bagi Notaris, termasuk semua
kewenangan, kewajiban, larangan serta sanksi yang telah diatur. Tindakan-
tindakan di luar wewenang notaris tidak dikehendaki untuk dilakukan oleh

Notaris. Notaris bisa termasuk dalam menjalankan perintah Ulil Amri
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dengan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang
kewenangannya telah diatur.®®

Penting untuk berpegang dalam prinsip kehati-hatian ketika
melakukan proses pembuatan akta autentik bagi Notaris, sebab
permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris bisa saja
terjadi akibat ulah pihak-pihak yang melakukan hal yang dilarang dalam
peraturan, seperti memalsukan surat dan keterangan ke dalam akta Notaris.*’
Notaris terpandang sebagai figur dengan keterangannya yang dapat
dipercaya dan dapat memberi jaminan serta bukti kuat berupa pencantuman
tanda tangan serta cap dalam pembuatan akta autentik.®

Notaris diminta akan adanya pertanggungjawaban atas akta yang
dibuat. Kehadiran - Notaris dalam masyarakat ialah demi kebutuhan
masyarakat yang periu dipenuhi, berkaitan dengan dokumen hukum (akta)
autentik yang diperlukan dalam hukum perdata, sehingga melayani
masyarakat juga merupakan tanggung jawab Notaris.*

Hal-hal di atas selaras dengan apa yang sudah diatur dalam ajaran
Islam yang memandang bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang

penting, tidak hanya sebatas menerima konsekuensi di dunia tapi juga

36 Anton, (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Studi Di Kantor Notaris-PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.), Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hal. 15.

$"Manuaba, I., Parsa, 1., & Ariawan, 1. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta
Autentik. Jurnal limiah Prodi Magister Kenotariatan, hal. 62.

8Sumardjono, M. S. (2006). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, hal. 14.

%Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam
Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. Jurnal
Akta 4.3 (2017): 347-354. Jurnal Akta, 4(3). hal. 348,
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di akhirat karena setiap individu akan diminta pertanggungjawabannya
dihadapan Allah atas apa yang diperbuatnya. Rasulullah bersabda seluruh
manusia adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabanya.
Pemimpin bagi diri, orang lain, keluarga, dan masyarakat.*°

Tanggung jawab memiliki sifat kodrati dan sudah menjadi bagian
kehidupan manusia. Beban tanggung jawab pasti dimiliki oleh setiap
manusia. Menurut hukum Islam, manusia yang menyadari baik atau buruk
dalam berbuat sesuatu dikatakan sebagai manusia yang memiliki tanggung
jawab.

Kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi merupakan
arti dari tanggung jawab pada intinya. Tanggung jawab disebabkan subjek
lain yang menerima perbuatan kita, tak hanya sesama manusia hamun juga

terhadap pihak lain.**

C. Tinjauan Umum tentang Akta
1. Pengertian Akta
Akta menurut pengertiannya adalah surat berisi pernyataan
(keterangan, pengakuan, Kkeputusan, dan sebagainya) tentang

peristiva hukum sebagai tanda bukti yang menurut peraturan

40Rochmah, E. (2016). Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif
Psikologi Barat dan Psikologi Islam). Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman,
3(1), hal. 52.

“Ma’mun, S. (2020). Makna Tanggung Jawab dalam Islam. Diakses pada tanggal 07 November

2021: https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/
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berlaku perlu dibuat, disaksikan serta disankan oleh pejabat resmi.*?
Subekti memberi pernyataan bahwa akta memiliki beberapa
perbedaan jika disandingkan dengan surat. Dapat dikatakan sebagai
surat saja apabila tulisan dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu
peristiwa dan ditandatangani para pihak saja dengan sengaja.*®

Terdapat dua fungsi penting pada akta. Akta dapat berfungsi
sebagai pelengkap pada suatu perbuatan hukum, fungsi ini kerap
disebut sebagai fungsi normal. Selembar akta juga berfungsi sebagai
suatu barang bukti. Sebagai alat pembuktian, akta yang mengikat
para pihak dalam suatu perjanjian dapat digunakan sebagai alat
bukti di kemudian hari apabila dibutuhkan.*
Bentuk Akta

Ada dua jenis yang diklasifikasi untuk membedakan Akta,
yaitu dapat berupa akta autentik serta akta di bawah tangan.*®
Diperkuat dari pendapat Mertokusumo, akta autentik didefinisikan
di Pasal 1868 KUH Perdata, sebagai akta yang pembentukannya

ditentukan undang-undang, dimana sahnya akta tersebut dengan

42 Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

43 Herlambang, A. (2018). Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah di Kota Bandung Yang
Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku 111 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hal. 34.

4 1bid, hal. 35.

4 Dinaryanti, A. R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. Jurnal
Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(3), hal. 2.
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diketahui pegawai umum yang memiliki kehendak untuk itu pada
tempat di mana akta dibuat.*®

Lain halnya dengan akta autentik, bentuk akta akta di bawah
tangan dibuat oleh para pihak dan dalam pembuatannya tanpa
perantara seorang pejabat umum.*’ Dasar pembuatan akta di bawah
tangan adalah kesepakatan dari para pihak dengan waktu pembuatan
yang bisa dilaksanakan kapan saja.*®

Pembuktian suatu kasus menggunakan akta di bawah tangan
sama kuatnya dengan pembuktian menggunakan akta autentik di
mata hukum. Hal ini berlaku jika dalam penandatanganan surat,
pihak terkait tidak menyangkal kebenaran mengenai apa yang

dituliskan pada surat perjanjian itu.*

D. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum

1.

Pengertian dan Dasar dari Badan Hukum

Terdapat satu istilah dalam pengetahuan llmu Hukum, yakni
badan atau perkumpulan yang bertindak seperti satu perseorangan
dan mengakui eksistensi badan hukum atau rechtspersoon untuk

berkedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, istilah ini

4 Ma’ruf, U., & Wijaya, D. (2015). Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai
Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten
Semarang). Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(3), hal. 300-301.

47 Salim HS, H., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2017). Perancangan Kontrak & Memorandum
of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

48 Devita, I. (2012). Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Di Bawah Tangan. Diakses pada tanggal

07 November
bawah-tangan/

2021: https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-

49 Subekti, R. (1984). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hal. 139.
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dikenal sebagai badan hukum.>® Badan Hukum secara garis besar
merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban
layaknya individu atau manusia di mata hukum. Pernyataan ini
diperkuat oleh pendapat dari Utrecht bahwa subjek hukum ialah
suatu pendukung hak yang dapat berwujud manusia atau badan
yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. !

Badan-badan atau perkumpulan yang dapat memiliki
kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan
perantaraan pengurusnya, serta. dapat digugat dan menggugat di
muka pengadilan dikenal Badan Hukum (rechtpersoon). Badan
hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau
mengadakan- perjanjian-perjanjian-haik tertulis atau tidak tertulis
dengan pihak ketiga, badan hukum mempunyai hak-hak perdata
baik atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak, benda-benda
berwujud atau tidak berwujud. Badan hukum dapat memakai nama
dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.>2

Dasar-dasar dari eksistensi Badan Hukum diatur secara
khusus dalam KUHPerdata Buku 3 BAB 1X, dimulai dari Pasal 1653
sampai dengan Pasal 1665.

2. Macam-macam Badan Hukum

%0 Ibid, hal. 78.

51 Prananingrum, D. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum.
Refleksi Hukum: Jurnal llmu Hukum, 8(1), hal. 74.

52 Rina. (2015). Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan. Tesis.
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan. hal. 40.

29



IImu hukum dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan
materinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dikatakan sebagali
Hukum Publik (publiekrecht) apabila dalam peraturannya, hukum
mengatur hubungan antara pemimpin (negara dan/atau aparatnya)
dengan warga negara yang terdapat sangkutan perihal kepentingan
umum layaknya hukum tata negara, hukum tata usaha negara,
hukum internasional, dan sebagainya. Dapat dikategorikan sebagai
Hukum privat (privaatrecht) jika peraturan yang diterbitkan
mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dan subjek
hukum yang lainnya dan hubungan tersebut berkepentingan pribadi
(civil law).>®

Pendapat dari Kansil memperkuat dinyatakannya suatu
badan sebagai badan hukum publik (publiek rechtspersoon) apabila
badan hukum yang didirikan menyangkut kepentingan publik atau
bisa disebut kepentingan yang berlaku umum. Baik lembaga yang
berdasarkan peraturan perundangan diatur untuk dibentuk oleh
pemerintah maupun badan negara yang mempunyai kekuasaan
wilayah itulah yang dapat disebut sebagai suatu badan hukum
selama dikelola secara fungsional oleh pemerintah ataupun badan
pengurus yang ditugaskan membentuk. Lebih lanjut, Negara

Republik Indonesia; Pemerintah Daerah Tingkat 1, 1l dan

53 Moechtar, O. (2020). Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia.
Surabaya: Airlangga University, hal. 15.
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Kecamatan; Bank Indonesia; serta Perusahaan Negara merupakan
beberapa contohnya.

Adapun yang dinamakan badan hukum sipil atau badan
hukum privat, dimana badan hukum ini berbeda dengan badan
hukum publik. Sebuah badan hukum diklasifikasi sebagai suatu
badan hukum sipil apabila dibentuk atas dasar hukum privat atau
hukum perdata yang didalam pembentukannya terdapat tujuan
pribadi dari pendiri. Hal yang melekat pada badan hukum privat
adalah suatu badan swasta yang berdiri atas kemauan dari beberapa
orang yang memiliki tujuan terkait, seperti untuk mendapatkan
keuntungan, berkaitan dengan tujuan sosial, pendidikan, dan lain-
lain selama tujuannya tidak menentang peraturan hukum dan norma.
Kita dapat melihat Perseroan Terbatas, Koperasi, Organisasi

Masyarakat, Yayasan, dan Badan Amal sebagai contohnya.>*

E. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Nelayan

1.

Pengertian Perkumpulan

Menurut pengertian umumnya, Perkumpulan secara lazim
mencakup segala bentuk perkumpulan di mulai dari perkumpulan
dalam bidang hukum perdata, hukum tata pemerintahan, hukum

dagang hingga hukum adat dan lain sebagainya.>®

% 1bid, hal. 16.

% Rina. Op. Cit, hal. 22.
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Perkumpulan dapat diidentifikasi sebagai beberapa orang
yang berkumpul sebab mempunyai kepentingan yang serupa. Tak
hanya bersifat materiil namun kepentingan yang mendasari
terbentuknya perkumpulan juga dapat condong ke aspek moril. Tak
hanya materi saja yang dapat diberikan dalam suatu pekrumpulan,
tenaga fisik, fikiran, dan juga barang-barang juga dapat diberikan
oleh para anggota perkumpulan.®® Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia yang mengeluarkan Permen No. 3 Tahun 2016
dimana dalam pasal 1 angka 1 mengatakan memperjelas pengertian
perkumpulan yang diatur sebagai berikut:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan

kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan

maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan
dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada
anggotanya.”

Perkumpulan yang disebut dalam Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan memiliki arti kumpulan orang berbadan
hukum sebab memiliki tujuan agar maksud dan tujuannya yang sama
dapat tercapai, baik itu di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan asal tidak ada pembagian keuntungan kepada para

anggota.®’

% Prodjodikoro, W. (1985). Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia (Cetakan
Ke-3). Jakarta: Dian Rakjat, hal. 1.
5" Rina. Op Cit. hal. 39
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Ada dua sisi pandang untuk melihat arti dari perkumpulan,
yaitu Perkumpulan dalam arti sempit dan Perkumpulan dalam arti
luas.

a) Perkumpulan Dalam Arti Sempit
Selama suatu perkumpulan tidak masuk dalam
lingkup hukum dagang, maka perkumpulan tersebut
merupakan penggambaran dari perkumpulan arti sempit.

Sebagai perkumpulan yang tujuannya bukan mencari profit,

perkumpulan dalam arti sempit merupakan badan yang

berdiri sendiri dan tidak dijalankan layaknya menjalankan
suatu perusahaan.®®

Penggolongan jenis perkumpulan berbadan hukum
atas dasar hukum publik dan hukum perdata dibedakan
menjadi dua, yakni-Badan hukum publik dan Badan hukum
perdata. Dalam hukum perdata sendiri Perkumpulan
diklasifikasi menjadi dua hal. Pertama, perkumpulan badan
hukum perdata yang bertujuan mencari profit, dan kedua,
perkumpulan badan hukum perdata yang bertujuan dilain
mencari keuntungan, seperti Organisasi Massa (Ormas),

Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan.*

58 Utami, R. (2020). Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi
Manahan Berkedudukan Di Kota Medan). Tesis. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan,
Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 28

%9 Ibid, hal 75-76.
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan telah mengatur terkait perkumpulan badan
hukum perdata yang tidak bertujuan mencari profit.
Termaktub pada Pasal 1, suatu organisasi yang berdiri dan
dibentuk secara sukarela oleh masyarakat didasari persamaan
iktikad, kemauan, kebutuhan, hajat, aktivitas, dan tujuan
demi terwujudnya partisipasi demi tercapainya membangun
ttujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ber-Pancasila
merupakan organisasi masyarakat.

Sebagai salah satu pilar demokrasi dan sepadan
dengan pernyataan bahwa organisasi berfungsi mengubah
kehidupan masyarakat dan merupakan tempat melatih
kaderisasi pemimpin dalam masyarakat baik pemimpin
formal ataupun  pemimpin - non formal, organisasi
masyarakat merupakan ruang bagi masyarakat untuk
bersosialisasi. Organisasi masyarakat pun juga merupakan
wadah untuk mengumpulkan kepentingan dan melatih rasa
tanggung jawab para anggota. Sebab dari itu, untuk

memudahkan semakin banyak individu yang terhimpun
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b)

dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan
mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya.®°

Tujuan dan fungsi dibentuknya Organisasi
masyarakat memiliki tujuan dan fungsi adalah sebagai
berikut:®

1) Meningkatkan  partisipasi  dan  keberdayaan

masyarakat.
2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa.

4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral,
etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-
royong, dan toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat.

7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan
dan kesatuan bangsa.

8) Mewujudkan tujuan negara.

Perkumpulan Dalam Arti Luas

% 1bid, hal.35.

61 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5-6.
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Perkumpulan memiliki arti dalam sudut pandang
yang luas menurut Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64,
publikasi kebijakan pada masa kolonial yang secara khusus
menentukan perkumpulan berstatus badan hukum.®? Secara
luas, perkumpulan memiliki arti untuk dibentuk dengan
tujuan bersama atas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan
sebagai bentuk usaha dan tentunya untuk dapat memperoleh
keuntungan yang dapat dirasakan bersama-sama.

Perkumpulan dalam arti luas sependirian dengan
pengertian perusahaan sebagai pelaksanaan perbuatan terus-
menerus dan konsisten melalui kedudukan tertentu dengan
tujuan mendapatkan laba.®®

Garis besarnya, perkumpulan memiliki sifat gotong
royong, kerukunan, dan persatuan yang melekat, sifat yang
tidak asing untuk  didengar di Indonesia. Gotong royong
yang dimaksud untuk mengejar suatu tujuan yang sama dan

dapat dilakukan berupa tindakan saling menolong.®*

2. Bentuk-bentuk Perkumpulan

62 Rina. Op Cit. hal. 40.

63 Algar, M. (2018). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan
Hukum. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia,

Yogyakarta, hal. 75.

% Prodjodikoro, W. (1985). Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia (Cetakan
Ke-3). Jakarta: Dian Rakjat, hal. 2.
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Golongan perkumpulan dibagi menjadi dua menurut garis
besarnya, perkumpulan dalam arti sempit dan arti luas. Secara
sistematis perkumpulan digolongkan oleh H. M. N. Purwosutjipto
menjadi:®®
a)  Perkumpulan dalam arti sempit. Merupakan perkumpulan

yang memiliki sebutan lazim, vereniging, layaknya yang
termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku 1II Bab IX, Stb. 1870-64, serta Stb. 1939-570.
Perkumpulan dalam arti sempit ini bukan merupakan
perkumpulan yang termasuk dalam ketentuan hukum dagang.
b) Perkumpulan dalam arti luas. Yakni perkumpulan dengan

persekutuan sebagai asal muasal bentuknya, seperti koperasi
maupun perkumpulan yang saling menanggung. Bentuk-
bentuk perkumpulan yang termasuk dalam golongan ini
adalah:
1) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum:

(@) Perusahan Perorangan

(b) Persekutuan Firma

(c) Persekutuan Komanditer
2) Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti:

(d) Perseroan Terbatas

8 Purwosutjipto, H. (2008). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan.
Jakarta: Djambatan. hal 87.
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(e) Koperasi

()  Perkumpulan Saling Menanggung

3. Perkumpulan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

Bentuk Organisasi masyarakat atau perkumpulan dapat

berupa badan hukum atau tidak berbadan hukum.®® Pengesahan

Perkumpulan yang berbadan hukum merupakan kewenangan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan

syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti:®’

2)

Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang
memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Program kerja

Sumber pendanaan

Surat keterangan domisili

Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan

Surat pernyataan bahwa perkumpulan tidak sedang dalam
sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Untuk didaftarkan kepada Menteri Dalam Negeri, suatu

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum harus berada pada

lingkup nasional. Apabila dalam lingkup provinis maka pendaftaran

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 10.

57 |bid, Pasal 12.
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bisa dilakukan kepada Gubernur, lingkup Kabupaten/Kota kepada

Bupati/Walikota.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum perlu memenuhi

persyaratan sebelum mendaftar:

a)

9)

Akta pendirian yang dikeluakan oleh Notaris yang memuat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Program kerja

Susunan pengurus

Surat keterangan domisili

Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan

Surat = pernyataan tidak sedang dalam  sengketa
kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Hak dan Kewajiban Perkumpulan

b)

Hak yang dimiliki suatu perkumpulan adalah:
Hak untuk mengelola organisasi secara terbuka dan tidak
bergantung.
Mendapatkan hak atas kekayaan intelektual di atas nama dan
lambang perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Mengikhtiarkan ~ tujuan ~ dan  cita-cita  dibentuknya

perkumpulan.
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d) Melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan perkumpulan.
e) Hak didapatkannya perlindungan hukum atas eksistensi dan
kegiatan perkumpulan
f) Dalam rangka berkembang dan berlanjutnya organisasi
mempunyai hak melakukan kerja sama dengan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, swasta, perkumpulan atau ormas lain,
dan pihak lain.®®
Adapun kewajiban yang senantiasa harus dilakukan dibalik
kepemilikan hak, seperti kewajiban untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menyelenggarakan kegiatan selaras dengan tujuan
dibentuknya-perkumpulan, turut serta melindungi nilai-nilai baik
seperti nilai agama, budaya, etika, dan norma serta manfaat perlu
diberikan dari perkumulan untuk masyarakat terlebih partisipasinya
untuk mencapai tujuan negara.®
Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum

Perkumpulan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib
administrasi badan hukum Perkumpulan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatur Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

%8 |bid, Pasal 20.
% |bid, Pasal 21.

40



(Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perkumpulan.

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus
didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.”

Sebelum  mendaftarkan  Perkumpulan, Pihak perlu
memastikan bahwa nama  Perkumpulan sudah memenuhi
persyaratan seperti berikut: ™

a) menggunakan huruf latin;

b) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;

c) terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk Kkata;

d) tidak menggunakan angka dan tanda baca;

e) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau

kesusilaan;

f) tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta

kegiatan sebagai Nama Perkumpulan;

g) tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau

memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan

0 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 2.

™ Ibid. Pasal 4 Ayat (1).
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hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan
merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan
diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui SABH, untuk
memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perkumpulan Pemohon perlu mengajukan permohonan
secara elektronik kepada Menteri.”

Dalam mengajukan permohonan, Perkumpulan
membutuhkan dokumen pendukung - untuk dilampirkan dan
diverifikasi oleh SABH, yakni; a. Kartu identitas para pengurus
perkumpulan b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat
lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan
dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama
lainnya; c. sumber pendanaan Perkumpulan; d. program Kkerja
Perkumpulan; e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa
kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; f. notulen rapat
pendirian Perkumpulan; dan g. surat pernyataan kesanggupan dari

pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.”

Pengertian Nelayan
Terdapat beberapa pengertian nelayan dan perbedaan

tersebut terjadi karena dilihat dari sudut pandang menurut

2 1pid. Pasal 10.
3 |bid. Pasal 12
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bagaimana nelayan bekerja. Termuat pengertian nelayan yang
didefinisikan sebagai dua hal, yaitu nelayan pemilik dan nelayan
penggarap.

Disebut sebagai Nelayan pemilik ketika orang atau badan
hukum memiliki hak apapun untuk memiliki kewenangan atas suatu
kapal atau perahu dan alat-alat yang penggunaannya dalam rangka
menangkap ikan. Apabila Nelayan penggarap pengertiannya adalah
orang dalam bentuk kesatuan melakukan pekerjaan dengan
menyediakan tenaga untuk melakukan usaha menangkap ikan di
laut.™

Pengertian nelayan juga dapat diidentifikasi menjadi dua,
yaitu nelayan dan nelayan kecil. Hal ini diatur jelas pada Pasal 1
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan pasal berikut, “Pasal 1: ... (10) Nelayan adalah orang yang
mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; (11) Nelayan
kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima)

Gross Ton (GT).””

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil
Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), Pasal 1.

> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1.
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Pendapat lain dapat dikemukakan oleh Imron dalam Subri,
bahwasanya suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai
nelayan apabila hasil laut merupakan sumber dari pendapatan
kehidupannya baik dengan penangkapan maupun melakukan budi
daya. Apabila membahas lebih kompleks, masyarakat nelayan
apabila dilihat dari sudut pandang ilmu geografis merupakan
masyarakat di kawasan pesisir atau transisi antara wilayah darat dan
laut yang tumbuh berkembang melakukan serangkaian kegiatan
dalam kehidupannya.”

Perlindungan Hukum Bagi Nelayan

Pemerintah telah berusaha memberikan jaminan hukum pada
dengan peraturan perundangan Undang-undang Nomor 45 tahun
2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004
tentang Perikanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 15 tahun
2011 tentang Perlindungan Nelayan yang menjadi salah satunya.”’

Yang dimaksud kata perlindungan dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 adalah Perlindungan Nelayan,
Pembudi Daya lIkan, dan Petambak Garam adalah bantuan untuk
Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dengan segala
upaya guna permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan atau

Usaha Pergaraman dapat terbantu. Pemberlakuan undang-undang

6 Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, hal. 101.

"Gandyo, G. C., Soemarmi, A., & Prihatin, E. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil
Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes. Diponegoro Law Journal 5.3, 1(10), hal.8.
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dilaksanakan untuk nelayan yang memiliki kewarganegaraan
Indonesia dan bersemayam di negara Indonesia sesuai aturan pada
Pasal 6 Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2016.7®
Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya
ikan, dan petambak garam direncanakan dengan sistem yang
terstruktur, mencakup seluruh hal, transparan, dan  dapat
dipertanggungjawabkan.”®  Pelaksanaan gagasan  pemerintah
melindungi dengan cara:*°
(¢D)] Menyediakan prasarana usaha perikanan dan pergaraman;
2 Kemudahan untuk mendapatkan sarana usaha perikanan dan
pergaraman;
(3)  Jaminan kejelasan usaha;
(4) Jaminan  meminimalisir  risiko  penangkapan  dan
pembudidayaan ikan serta pergaraman;
(5) Dihapusnya praktik ekonomi biaya tinggi;
(6) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas
Pergaraman;
@) Jaminan keamanan dan keselamatan;
(8) Fasilitasi dan bantuan hukum.
Realisasi dari gagasan perlindungan pemerintah untuk

memberdayakan nelayan dan petani garam termaktub pada Pasal 60

"8 1bid, hal 5.

" Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 9.
81bid, Pasal 12 ayat (2).
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ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang merubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan sebagai berikut;

(1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan
pembudi daya-ikan kecil melalui:

a. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan
pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha
maupun biaya operasional dengan cara yang
mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai
dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi
daya-ikan kecil;

b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan bagi- nelayan kecil serta pembudi
daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan di bidang penangkapan,
pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
dan

c. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil,
kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi
perikanan.

Tujuan dari pasal tersebut untuk memberi petunjuk dan
bantuan atas pertumbuhan kelompok nelayan kecil dan kelompok
pembudi daya-ikan kecil, serta berperan sebagai suatu sarana agar
pemberdayaan dapat dipermudah melalui kegiatan penyediaan Skim
Kredit serta pelaksanaan untuk melatih nelayan kecil dan
pembudidaya daya-ikan kecill.

Selanjutnya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-
ikan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan
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Pembudidaya-lkan Kecil dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan
juga Pasal 63 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.®
Wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga
berperan dalam menumbuhkan kelompok Nelayan Kecil, hal ini
dapat dilakukan dengan mendirikan Kelompok Usaha Bersama
Kecil (KUB) oleh Nelayan Kecil, akomodasi untuk
mengembangkan KUB menjadi koperasi perikanan, serta dalam
rangka memberdayakan kaum perempuan di keluarga Nelayan
Kecil 2
Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa KUB berdiri dengan
adanya:
a) Kepentingan yang sama sebagai dasar
b) Adanya potensi sumber daya ikan
c) Keadaan lingkungan
d) Lokasi tata laksana atau media penangkapan ikan
e) Melayani kepentingan anggota dalam aspek teknis, upaya, dan

sosial kemasyarakatan selaku fungsinya.®

81 Republik Indonesia, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 64.

82 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-lkan Kecil, Pasal 18 Ayat (1).

8 |bid, Pasal 19 Ayat (2) - Ayat (3).
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan
Nelayan

Potensi besar dalam bidang sumber daya perikanan dan kelautan dapat
ditemukan di provinsi Jawa Tengah. Peran penting terdapat pada kegiatan
perikanan agar gizi masyarakat bisa terpenuhi, sehingga taraf hidup
merupakan kepentingan yang harus diperhatikan pada kehidupan
masyarakat nelayan, khususnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.8

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, pada tahun
2019 tercatat sebanyak 25.208 penduduk berprofesi sebagai nelayan yang
mempunyai perahu motor dan 1.531 penduduk berprofesi sebagai bakul
ikan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.®

Nelayan dalam bekerja membutuhkan jaminan atas keselamatan dan
rasa aman saat bekerja. Berkumpul bersama orang-orang dengan tujuan
yang sama hadir sebagai solusi untuk membantu jalannya akomodir para
nelayan agar pekerjaannya dapat dipermudah, berkumpul bersama akan
memudahkan pekerjaan sebab tujuannya dapat tercapai dengan bantuan

usaha dari sesama rekan anggota. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

8 Prasetyawan, A. W. (2011). Faktor—Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan di Desa Tasik
Agung Kecamatan Rembang. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang., hal. 70.

8 Badan Pusat Statisik Rembang. (2019). Banyaknya Nelayan dan Bakul Ikan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang.
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mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.

Prinsip tersebut sejalan dengan pengertian badan hukum pada Pasal
1653 KUH Perdata, yakni pernyataan negara Indonesia melindungi
perhimpunan maupun perkumpulan berbadan hukum yang terdiri dari
orang-orang selama maksud didirikannya tidak menentang undang-undang
dan norma yang berlaku, “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan
orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan
hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai
demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan
atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan
dengan undang-undang atau kesusilaan.”%®

Dasar pada KUHPerdata di atas mendasari bentuk-bentuk Badan
Hukum' yang telah diatur pembentukannya di peraturan perundangan
Indonesia. Badan hukum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Badan
Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

Pendapat dari Kansil menyatakan badan hukum publik didirikan
sebab menyangkut kepentingan publik dan berlaku umum. Baik lembaga
yang berdasarkan peraturan perundangan diatur untuk dibentuk oleh
pemerintah maupun badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah

itulah yang dapat disebut sebagai suatu badan hukum selama dikelola secara

8 Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Jakarta: Pradnya Paramita.
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fungsional oleh pemerintah ataupun badan pengurus yang ditugaskan
membentuk &

Badan hukum yang dinamakan badan hukum sipil atau badan hukum
privat, dibentuk atas dasar hukum privat atau hukum perdata yang didalam
pembentukannya terdapat tujuan pribadi dari pendiri. Hal yang melekat
pada badan hukum privat adalah suatu badan swasta yang berdiri atas
kemauan dari beberapa orang yang memiliki tujuan terkait. Menurut
tujuannya, badan hukum privat dibagi menjadi dua: Profit dan Non Profit.
Pada Badan Hukum Privat Profit merupakan badan hukum privat yang
bertujuan pada mendapatkan keuntungan, seperti dapat melihat Perseroan
Terbatas, Usaha Dagang, atau Koperasi. Apabila suatu badan hukum privat
tidak bertujuan dalam mengambil keuntungan, maka badan hukum tersebut
disebut sebagai Badan Hukum Privat Non Profit, dengan contoh seperti
Organisasi Masyarakat, Yayasan, dan Perkumpulan.®

Perkumpulan memiliki banyak penafsiran dan definisi termasuk di
dalam peraturan perundangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dimana
dalam Pasal 1 angka (1) tercantum pengertian perkumpulan, “Perkumpulan
adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk

mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial,

87 Moechtar, O. (2020). Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia.
Surabaya: Airlangga University, hal. 15.
8 |bid, hal. 16.
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keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada
anggotanya.”%

Perkumpulan juga disebut dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan
Badan Hukum, “Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan
kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak
membagikan keuntungan kepada anggotanya.”%

Perkumpulan juga disinggung dalam Klasifikasi organisasi
masyarakat menurut Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Organisasi Masyarakat dibedakan menjadi berikut: “ (1)
Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. (2) Ormas
berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
didirikan dengan berbasis anggota. (3) Ormas berbadan hukum yayasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis
anggota”.®! Sedangkan Ormas sendiri dibedakan menjadi ormas yang

berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum menurut Pasal 10

UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

89 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Peraturan Menteri
Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 1 Angka (1)

% Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum. Pasal 1
Angka (1)

%11bid. Pasal 11 Ayat (1)
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Apabila digambarkan menjadi dalam bentuk bagan, maka jenis dari

Organisasi Masyarakat akan dibedakan sebagai berikut:

Organisasi
Masyarakat
Il
I |
Berbadan Tidak Berbadan
Hukum

B-PérkumiBulan tm

s,
Yayasan

E__ 1
Bad,
Huk
Pyt e
EL L I bR g
Badai Hukur :Iuad‘ﬂ uku .mb
P

Badan Hukui g
Privat Profit

M Organisasi
Masyarakat
_—
Berbadan
Hukum
t Perkumpulan
o Partai Politik
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Pembagian badan hukum antara badan hukum publik dan badan
hukum privat didasari oleh pendapat Utrecht yang berlatar belakang dan
merujuk pada kriteria pembagian hukum, yaitu hukum publik dan hukum
privat.®2 Contoh badan hukum publik adalah Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang
menyangkut urusan pribadi. Badan hukum privat dibagi kembali menurut
tujuan didirikannya, yakni tujuan untuk mencari keuntungan (profitable)

atau tidak mencari keuntungan (non-profitable), Badan Hukum Privat Profit

Bagan 2. Bentuk Badan Hukum
dan Badan Hukum Non Profit. Hal ini terbukti pada Pasal 2 Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan harus
mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan/atau kesusilaan sedangkan pada UU Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tujuan dari
Organisasi Masyarakat tidak mengambil keuntungan. Badan Hukum Non-
profitable dibedakan lagi menjadi dua menurut Undang-undang yang
mengatur. Untuk Partai Politik diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun
2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik. Organisasi Masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor 17

%2Santosa, A. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), hal. 157.
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Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bentuk Organisasi
Masyarakat menurut pendiriannya sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11,
yakni yang dimaksud dengan Organisasi Masyarakat berbadan hukum dapat
berupa Perkumpulan dan Yayasan.

Peran Notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-undang
(UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkhusus pada Ayat (1), Notaris
berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya
itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran notaris juga disinggung dalam aturan pendirian perkumpulan
pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, dimana di dalamnya memperkuat peranan notaris pada
aturan Pasal 12 Ayat (1) bahwa pendirian badan hukum perkumpulan
nelayan perlu memenuhi persyaratan, yakni: “..a. Akta pendirian yang
dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b. Program Kerja; c.

Sumber pendanaan; d. Surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib
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pajak atas nama perkumpulan; dan f. Surat pernyataan tidak sedang dalam
sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.”®

Artinya, dalam mendirikan perkumpulan perlu adanya bantuan
tangan notaris untuk mengesahkan. Tindakan yang mengatasknamakan
perkumpulan perlu berada di bawah kepastian hukum yang dapat
membuktikan bahwa perkumpulan tersebut berdiri secara sah menurut
hukum. Keberadaan notaris lah yang membantu masyarakat nelayan yang
ingin mendirikan perkumpulan dalam hal mengurus persiapan akta. Hal ini
dapat didefinisikan bahwa akta pendirian perkumpulan nelayan wajib
dikeluarkan oleh notaris dan terdapat AD dan ART di dalam persyaratannya
apabila ingin mendapatkan kedudukan yang sah, baik yang berbadan hukum
maupun tidak.

Tiap kewenangan Notaris terdapat dasar hukum yang mendasarinya.
Secara tegas wewenang Notaris diatur jelas dalam peraturan perundang-
undangan, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang
selanjutnya disebut sebagai UUJN.

Dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum apabila notaris
bertindak selain yang merupakan kewenangannya. Pembentuk undang-
undang memberikan kewenangan atributif kepada Notaris dengan diaturnya

UUJN. Undang-undang inilah yang merupakan titik terang bagi legalitas

%bid. Pasal 12 Ayat (1).
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Notaris untuk membuat akta autentik sebagai perbuatan hukum yang
diperbolehkan.®*

Maksud dari akta autentik sendiri dijelaskan dalam Pasal 1868
KUHPerdata, “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.”®

Undang-undang dan pemerintah memberi kewenangan kepada
notaris agar semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
dikehendaki oleh pihak-pihak dituangkan dan diberi pernyataan dalam
sebuah akta autentik sehingga akta tersebut dapat berguna menjadi
kekuatan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat sahih.

Secara tidak langsung, peran notaris membantu mengedukasi dan
mengakomodir nelayan. Pengesahan akta perkumpulan yang merupakan
kewenangan notaris dapat  membantu perkumpulan nelayan untuk
memperjelas kedudukannya di mata hukum. Dengan begitu, perkumpulan
nelayan secara sah dapat melakukan tindakan hukum dan mendapatkan
haknya sebagai perkumpulan berbadan hukum. Sebagai catatan tindakan
hukum yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang menghasilkan
keuntungan, mengingat tujuan dari perkumpulan nelayan merupakan tujuan

yang non-profitable atau tidak mencari keuntungan.

%Septian, J. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang
Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan
Tagar2019PrabowoPresiden). Indonesian Notary, 1(03), hal. 15.

%Subekti dan R Tjitrosudibio. (2001). Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradaya.
Pasal 1868.
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Peran notaris terlihat jelas dibutukan dalam membantu pengurus
masyarakat untuk merancang AD dan ART, “Apabila perkumpulan belum
membuat AD dan ART sebelumnya, maka sebagai notaris Kita
diperbolehkan untuk membantu dalam membuat AD dan ART selama
pembuatannya berdasarkan persetujuan dari anggota dan sesuai sama
peraturan. Apabila perkumpulan telah membuat AD dan ART sebelumnya,
notaris dibutuhkan untuk memeriksa dan memastikan bahwa AD dan ART
yang dirumuskan tidak melanggar peraturan perundangan sehingga bisa
lulus persyaratan.”%

Adapun permasalahan dari pembuatan akta badan hukum
perkumpulan adalah ketika perkumpulan tersebut telah memiliki nama
sebelum didaftarkan dan belum sah secara hukum, namun pada saat
pengajuan nama di laman Administrasi Hukum Umum (AHU) Online nama
perkumpulan yang diajukan telah dipakai dan sah terdaftar atas nama orang
lain sebelumnya.

Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis Online atau AHU
Online merupakan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tugasnya di bidang
pelayanan administrasi hukum umum sebagai penyelenggara rumusan dan
melaksanakan kebijakan yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Pihak

%Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H.,
M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021
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perkumpulan nelayan perlu melakukan pengecekan nama perkumpulan
terlebih dahulu di laman sistem apakah sudah terdaftar atau belum, nama
perkumpulan bisa dipesankan ke dalam sistem apabila nama perkumpulan
telah terverifikasi untuk dapat digunakan. Lebih lanjut mengenai sistem
AHU Online dan cara pemesanan nama akan dijelaskan dalam mekanisme
pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan.

Apabila nama perkumpulan ditolak verifikasinya, maka solusi yang
dapat diberikan oleh notaris adalah penambahan nama daerah setelah nama
perkumpulan sebelumnya sehingga nama tersebut bisa diproses dan
diverifikasi. Tentunya nama yang di dalam akta akan berbeda dengan nama
yang terpampang di khalayak maupun pada dokumen sebelum terbuatnya
akta tersebut dan akan menimbulkan kebingungan bagi pihak ketiga, “Di
dalam keadaan seperti tadi, Notaris memiliki peran dalam menerbitkan
Surat Keterangan dalam keadaan mendesak.”®’

Surat Keterangan (Covernote) kekuatan hukumnya tidak sama
dengan akta autentik, namun kekuatan hukum Surat Keterangan tercipta dari
pembuatnya, yakni dari Notaris. Surat Keterangan dinyatakan oleh notaris
bahwa isi di dalamnya benar. Kekuatan hukum dari Surat Keterangan
tersebut dapat terjadi dengan adanya tanda tangan serta cap legalitas dari
notaris.

Penerbitan Surat Keterangan (Covernote) dibutuhkan kehati-hatian

sebab yang tercantum dalam Surat Keterangan (Covernote) merupakan

Ibid.
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tanggung jawab Notaris. Notaris berhak untuk mengetahui atas tujuan pihak
perkumpulan membutuhkan Surat Keterangan, sehingga maksud dan
tujuannya jelas dan menghindari adanya penggunaan Surat Keterangan yang
tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.®®

Dengan adanya peraturan yang mengatur serta kesaksian dari
narasumber, maka peran notaris dalam menbuat akta badan hukum
perkumpulan nelayan adalah membuat akta autentik badan hukum
perkumpulan nelayan sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun
2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta
autentik selama dalam peraturan perundangan tidak diatur pejabat lain yang
membuat akta terkait, lalu sebagai kelengkapan persyaratan dalam
melegalisasi AD dan ART dari badan hukum perkumpulan nelayan, serta
membantu perkumpulan nelayan dalam membuat maupun memastikan AD

dan ART perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan.

B. Mekanisme Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan
Oleh Notaris

Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan

diatur secara khusus dalam BAB Il Pasal 9 sampai dengan Pasal 16

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas

BAfifah, N. (2019). Keabsahan Surat Keterangan (Covernote) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam
Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menimbulkan Multitafsir (Studi Putusan Nomor
2/PtsIMPWN/Provinsi Jawa Barat/I11/2017). Indonesia Notary, 1(003), hal. 14.
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Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan.

Dalam implementasi peraturan perundangannya, melalui informasi
dari narasumber, yakni Bapak Dwi Satmoko, S.H., M. Kn dan Bapak Benny
Pamujiharto, S.H., M. Kn selaku notaris yang berdomisili di Kabupaten
Rembang Provinsi Jawa Tengah, sebuah perkumpulan nelayan perlu
melakukan beberapa langkah dan mempersiapkan persyaratan sebelum
mendaftarkan perkumpulannya menjadi suatu badan hukum dan memiliki
akta.

Informasi dari para notaris selaras dengan apa yang sudah diatur
dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perkumpulan, bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan

harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.®®

9 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 2.
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Pengecekan nama Perkumpulan Nelayan melalui Sistem AHU
Online diperlukan sebelum mendaftar dan membuat AD dan ART, “Nama
antar perkumpulan tidak boleh sama kalau di sistem, jadi perlu dicek
terlebih dahulu apakah namanya masih bisa dipakai atau sudah dipakai oleh
perkumpulan lain.”'® Syarat nama perkumpulan yang akan dipesan
adalah:1®

1. Menggunakan huruf latin, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata.

2. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata.

3. Tidak menggunakan angka dan tanda baca.

4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan.

5. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan
sebagai Nama Perkumpulan.

6. Nama bukan mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau
memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum,
persekutuan perdata, atau identitas lain yang bukan merupakan
kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Pemeriksaan ketersediaan nama dilakukan dengan mengunjungi

laman Sistem AHU Online (https://ahu.go.id/) dan melakukan pengecekan

pada opsi yang sudah disediakan. Untuk melakukan pengecekan nama

100 Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang Benny Pamujiharto,
S.H., M.Kn pada tanggal 23 Desember 2021.
101 Op. Cit. Pasal 4 Ayat (1).
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perkumpulan pada sistem perlu menggunakan voucher yang bernilai
sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pihak AHU Online, yakni Kementerian Hukum dan HAM, akan
memberikan verifikasi melalui e-mail Notaris sebagai pemberitahuan
mengenai status dari nama perkumpulan yang akan diajukan, yakni antara
terverifikasi dan dapat diajukan persyaratannya atau tidak terverifikasi dan
perlu mengajukan nama yang berbeda. Cara ini telah diatur dalam peraturan
perundangan, bahwa dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan
pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan
tersebut secara elektronik.1%

Apabila notaris mendapatkan -e-mail berupa status nama
perkumpulan yang tidak terverifikasi, dapat berarti disebabkan karena nama
perkumpulan nelayan yang diajukan tersebut sudah digunakan sebelumnya
atau tidak dibenarkan sesuai aturan pada Pasal 4 Ayat (1). Urgensi untuk
mengganti nama perkumpulan dilakukan apabila tidak sesuai persyaratan.
Apabila sudah  memenuhi persyaratan namun ditolak karena telah
digunakan oleh perkumpulan lain, maka bisa diatasi dengan penambahan
nama daerah setelah nama perkumpulan, “Sistem AHU Online tidak
menerima nama perkumpulan yang terdapat unsur angka. Seperti

Perkumpulan Makmur 1, atau 2.71%

102 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Op. Cit. Pasal 6.
103 Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H.,
M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021
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Apabila nama perkumpulan nelayan sudah terverifikasi, maka
perkumpulan nelayan bisa mengumpulkan persyaratan dan diserahkan
kepada notaris untuk didaftarkan, yakni dengan mengumpulkan dokumen
berupa surat pernyataan secara elektronik dari notaris tentang dokumen
untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap. 1%

Dokumen pelengkap yang juga merupakan syarat untuk membuat
akta badan hukum perkumpulan adalah;

1. Foto Copy ldentitas dari masing-masing Pengurus dan Pengwasa

Perkumpulan.

2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap
Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan
diketahui. oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama
lainnya

3. Sumber pendanaan Perkumpulan

4. Program kerja Perkumpulan

5. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan
atau dalam perkara di pengadilan

6. Notulen rapat pendirian Perkumpulan

7. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh

kartu nomor pokok wajib pajak.'%

104 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Op. Cit. Pasal 12 Ayat (2).
105 |bid. Pasal 12 Ayat (4).
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Selain persyaratan tersebut perlu dipenuhi oleh Perkumpulan
Nelayan yang ingin mendapatkan akta badan hukum, notabene setiap
Perkumpulan Nelayan yang berbadan hukum dan yang terdaftar perlu
memiliki AD dan ART.!® Namun dalam pembuatannya dalam peraturan
perundangan belum diatur secara eksplisit mengenai siapa yang berwenang
untuk membuat AD dan ART, “Sudah sewajarnya para pendiri atau
pengurus merancang AD dan ART perkumpulannya, tapi kalau memang
membutuhkan bantuan, notaris bisa membantu dalam memberikan masukan
dan saran sehingga AD dan ART perkumpulan sesuai dengan tujuan di
undang-undang dan tidak melanggar (aturan).””*’

Diatur mengenai AD dan ART Perkumpulan yang notabene
termasuk pada Organisasi Masyarakat, dalam AD dan ART suatu
perkumpulan paling tidak perlu mengatur mengenai; a. nama dan lambang;
b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak
dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme
penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h. pembubaran
organisasi*®®.

Setelah AD dan ART dibentuk, maka AD dan ART Perkumpulan

nelayan disaksikan di hadapan notaris dan diberi cap dan bubuhan tanda

1%8Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Pasal 35.

107 Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Benny Pamujiharto, S.H.,
M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021

108 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 35 Ayat (2).
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tangan notaris sebagai tanda legalitas, lalu berkas AD dan ART dapat
diunggah ke Sistem AHU Online beserta persyaratan lainnya untuk
divalidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Validasi ke sistem AHU
Online membutuhkan voucher senilai kurang lebih Rp400.000,- (Empat
ratus ribu rupiah).1®

Pihak Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan
Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan Nelayan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri, dan pengesahan akan dikirim
melalui e-mail notaris. Notaris berhak melakukan pencetakan sendiri
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan
menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80
(delapan puluh) gram dengan legalisasi bubuhan cap jabatan dan tanda
tangan Notaris.*'°

AD dan ART Perkumpulan Nelayan akan dibuat menjadi 2 (dua)
cetakan, yakni disebut sebagai Minuta dan Salinan, “AD dan ART Minuta
merupakan berkas asli dan diperuntukkan bagi notaris untuk disimpan

sebagai arsip, sedangkan AD dan ART Salinan merupakan AD dan ART

105 Op. Cit.

110 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 14.
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yang akan diserahkan ke pihak perkumpulan nelayan bersama Surat
Keputusan dari Kementerian yang telah dilegalisasi.””*'

Dengan diserahkannya AD dan ART serta Surat Keputusan dari
Kementerian kepada pihak Perkumpulan, maka Perkumpulan Nelayan
secara sah menjadi suatu badan hukum.

Berikut merupakan skema dari mekanisme yang dijalankan apabila
Perkumpulan Nelayan ingin mendapatkan legalitasnya sebagai suatu badan

hukum:

111 Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn
pada tanggal 16 Desember 2021.
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Perkumpulan Nelayan Notaris memesankan pama Hasil pemnehasan name petkummpulan
menyerahkan nama Perkumpulan  [m— T e an aler mmbam
ecpaca Notaris di laman AHU Onine dan akan dikirim melahoi c-mail
(https:/ fuhu.go.id) Notaris
Nama Perkumpulan Nama Perknmpulan
Nelayan diterli)ma Nelayan tidak diterima

Perkumpulan Nelayan menyiapkan
herkas per: an lain unirk
diunggah di laman AHU Online daerah domisili

AD/ART diberikan
dan dilegalisasi oleh Notaris

———

Pedumpulan belum Perkumpulan sudah
AD/ART y AD/ART sebel

AD/ART dibuat dan dapat
dibantu oleh Notaris scsuai
persetujuan Perkumpulan

Verkuinpulan
itambahkan nama
di belakang kalimat

Tsi AD/ART dipetiksa oleh
Notags

AD/ART dan berkas persyaratan
Tain diunggah Notaris ke
Luman ALIU Online

Remenkumham mengitimkan
Surat Keputusan Pesdkumpulan
Nelayan kepada Notaris
melalai c-mail

Surat Keputusan dari Kemenkumham
dan AD/AR Salinan akan diberikan
kepada Perkumpulan Nelayan

Bagan 3. Skema Mekanisme pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan
Nelayan

Melalui informasi dari Narasumber, lampiran contoh dari Anggaran Dasar
Perkumpulan Nelayan yang nantinya diberikan kepada Perkumpulan adalah

sebagai berikut:
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ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN KELOMPOK NELAYAN ...

Hemor ¢

Paca nari iri, ..., tangga. ad/mm/yyyy Puku_ ... WIB
(... Wextu Tndones‘s Barat} merghadap di hadapen
saya, DWI  SATMORO,  Sarjans  Hukum, Magls_er
Zenotzriatan, MNotaris di  Kabupaton ... dangar
dihadiri oleh seksi-sexsi yany saya, Yotaris kenal
dan zkan disebul pads baglian skhir axla ini. -------
1. Tuan ..., lakir @i ..., paca tanggal dd-mm-yyyy.

Warga Negara ~"ndoresia, Pekerjasn ..., Pemegang

Penduduk  Nomor 1 ..., berlemoal

Xabupzter ..., Propinsi Jawa
pada  Langzel ...,
azn Betani/Fakabun,

Renbang

¥
UNISSULA
eollal)| 5l iolusing

o e kan, _bahuwa bsrdasarkan' hasil

musyawaran di asa ... pada

99al ..., Telah
scpakat dan sotuiu untok bersama-sama mensirikan
suatu Poriumpulan, Qengan anggaran sasar schagaimana

vang _esnusl  dalan ak.@  pendician Lo, {uslud

selanfutnya sukup dfsingkat dangar angga basar

Porzumpulas “...% sehagal berikuni-

BAB I

------ NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP- -

3.4
Verkumzilan in bertams L, s

Dz_am fAnggaran Casar ini aischus  Perkumpu_an

#..." yang serkedisusan

dalanfkanpung @ .

eaa T
Zecamatan ol
Zabugalen P
Propizsi 1 Jewa Tergah, —-------—m--mmmoo
Rusry  Lingkup  Berkunpulan 7.,
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masyarakat vang berdomisild di Desa ....

BAB II
—————————————— AZAS, TUJUAN DAN LANDASAN-----——-—-—-—

Pasal 2

Porkimpulan  “...”  berazaskan  ferc

Undang-Undang Jasar 134

ada_an @

Tujuan Perkumpu_an “...7 %

a.Mengembangkar irformasi-informasi ¥ang

berkaitan dibicarg pertanian bagl para petani;--
b.Membargun  dan  Memupuk  Rasa  Kekelvargsan,

Xebersamaan/Xequyuban dan Keseraslan antar

petani;

¢.Membzargun  Keberdayaan can  Kemandlrian dalam

rang«a penirgkatan sumber cava marusia. -
d.lkul  mecsukseskan  program  pemericlzh  dalam

biaang pertaniar sebagal upaya ketahanan pangan

masyaraks

Perkumoulan;

nrggota Parkumpulan harus  dicatat  ca_am bk
dafter arggeta dan diberfkan kertu da®ter arggeta; -
Yany dapal dllerime menjadl anggola 2ezkumpulan

acalan meayarziat yang borada ai wi_ayak Dasa “...

yang memenub‘ svarat-syarat ssbegai berikut: ---—----

a.Ticak sedang terlibas  dzlam  kegiztan yang

melangzar vrdang-uncarg;

b. bomisili di wilayah Kabupalen ...; ——------
c. Telan menyetujui isi Anggaran Dasar, Rnggaran

Rurah Tengga yang Telan disepakati ca’em Rapat
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Arago.a;

. Memazyar zimpanar ‘urar perkuvpular sehag:

yang Telch disepakati bersama, —----

clasn dicasac<ar slas kesacsrar, kere san

san cesungouhan untic Liut berpersn aksif

kegianan

En dsn oenne 1 snousla  Parkurpl et

ukan clch  Rapst  Arggoza Fexkumpular.  dan

rapat-rapat Xhusus  yary  disclenggarakin  dengan

memperhalikar Lsal dun sarsa ehal dax

Pembirs;
mulaz dan berakbiroya  kesnggetaan  perkumpnlan

berlaa czn wa dapsl dibcllesn cangan calalan

salan buku caftar anggota.

Pasal 5

1. Disanping kesogoulazn  yeog  dimekend  pasal (43

Gapuigsn Terampulan cspat menerima 37cacts  ust

bizsa;

~

ini adslah: ---—-

q dimskand angeola Tuar 3

stz mereks secsra pribadi
ipasi  dalsm  kegiazan

syaraten Keangyo
merpLnya hak saErs

ak mempunyai hak pilin

2. Memztuhi kotentuan vang ada dalam Roggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga. Keputusan-<eputusar rapat

serta peraturan kkusus yang teleh disepekati dalam

rapal anggola;

5. Borpartisivasi caam  kegiatan yang  aifalankan

clek perkunmpular;
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4. Membayar slagacan _raa yang Lelan

dieopakerts

5. Moneeggurg rlslee wscha svrera Langgung zenlecy.
1

aurak ggoTast kilamana ------so---s--soos

1. Pazk cibloackan;

Zoueaertd atas nevnirzasr serdive atan

Rergansat s Girl; -

3.Tidax Cazt Ghersartisisast  atan bavpavar aknit

daan

“atan peshurg

4. Tezbuall  melake

oo pidans alag sejuhalan

pevkomalang

5. Tices  meoplidankan kewaglban s

tery

na calan Fal renangar; -

£, levbrat sostaty yerd wevugkan poerkunpyan, --

RAPAT ANGGOTA

1. Rasan Arggota adz_ah capat an

cta yang dikadici

wleh  searer erquote  perhurprTer  dan merimakan

hes, Licggl

Lar. percwepul

dilaknzan seciva tavaTuv palirg

selobun den [lks diperoagan

3goma  Tuzr Riass; ---

lapuran  norrerquLrd

yuag At

Juga tidak dapes divavai maka sotelab penurdact
s="#va 1 isatul qam vapat dsvan dilskaarakar can

4. srquonca varg Tidak hadiv delan apat

otz

cak appal aewsellian

ko suars kepads  anggela

VI

ENGURTU

Pasal 11
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Urtux  mergatur  dan  menye_enggaraan  program

Perkumpulan perlu ciadakan organisasi kepengurusan

varg dijalankan tata laksana Perkumpulan : =
1. Pengurus perkumpular dipilik dari keanggotaarn
perkumpulan dalam Rapat Anggota; -----------—-------

2. Pengures perkumpu’zn dipilin ¢Teh anggola dzlam

Rapal. Anggola;

3. Yang dapat dipilih menjadi pengurus Perkumpulan

adalan yang mermenuhi syarat-syarat sebagal perizut:
2. Memiliki sifat jujur, aktif, cerampil bekeria
dan berdedikasi terhadsp perkumpulan; -----------

b. Posisi di perkumpulan sebagai anggota

perkumpularn;
<. Mempunys ' pengerl’zn dan wawasan  yarg  cukug

Lerhadap  porkumpulan dsn Lala T zkszna

1lar.

Pasal 12

rgurus vaitu 3 (tiga) tshun dan

perdasarkan kevutusan Rapat

jabatan  kepengurusan

sumpati/janji di

spuTusan-keputusan

Rapat Anggote;
«. 8ikap can tindakannyz menimoulkan pertentarngan
dalam gerakan perkumpulan; —--—-—----———==--————--—o
d. Tidak _oyal lagi kepada Perkumpulan Enggota; --

e. Tidak melaksanzkan tugas dan kewajibar sebagai

pergurus.

VIIT

Pasal 14

1. Pergurus bertugas unt

2. Mergelcla organisasi perkumpulan; -------------
b. Melakukzn segala perbualzr hukum dan zlas nama

Perkumpulan dalam rangka kegiatan operasioral

Perkumpulan;
c. Mewakil: Perkumpulan di lvar dan di dslam

poergadilan  dalam  rangka  kegizlar  operasional
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3. Hak Pencurus adalah :

a. Pengurus selamna nerezang

dimngk ekan wnouk mendapsl ik

kepulusar Repal aspgelas
b. Pengurus alss  psrselujusr Ragsl Anggola
Gepal mengangkal mansier  dar caryswan  unluk

merbunly de’um melakuksn  pengelolaar kegislan

c. Manajer dar avyswer depat diber’kan inkalan

¥ang layak scsual acngan <emamsian Porxumpulan. -

BAB T

Pasal 15

ang-toizn clambiz-Rzpet

5. Melaperkan san mempertangoung iwabian kegiatan

erkumculan kepada Rapat Anggota; ----—-—-=-=-=-==

o Mels

ksanakan  progin-progiim  yang  telah

disetujui Ravan Anggota

d. Menbat, Tavoran dan

sungatinin 0 oyang rag pal. i pahani

oleh anggo.

e. Menbisl  usu ar-usulzn <ea’zlzc progran dan

proyeksi uszhz ysng a<an cilz_szz<an  oleh

Perkumpulan;

t.sctiap angesta pengurus din

izksn menanggung

segala kerugian  yang disertal cler Perkunpilan

vang  diakipatken  oleh  kelalaiannye  dalam

nelakukan Tugas.
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3. Fak Penguris sda’ah :
a. Pengurus selama memegang iabatanrya
dimungkinkan urtuk mendapat imbzlan sesuvai dengan
keputusan Rapat ARggOTa; —-——---—--=---=---—----——
. Pengurus atas  persetujuan  Rapat  Rnggota
dapat mencangkat manajer dan karyawan untuk

membantu dalam melakukar pengelolasr Xegiatan

Perkumpular;
<. Manajer dan karyawan dapzt diberikan imbzlan

yang layak sesual dengan Kemampuian PerXumpu’an. -

1 1!

Kas Perkumpulan bersumber asri : ---

. Iuran perupa simpanan Perkumpulan; ------

PENGT

1 1
Susunan Pengurus Perkumpulan “...” sebacal berikut:-

a. Pengawzs L e

b. PangLrus  :
Kelua H
Sekretaris :

Bendanara

2. Kelealu;

kelenlian yar delam Anggrran Jasar

Zri nmulai berlake  sejak  ditetapkan oleh  Rapal

Arggota;
2.Eal-nal vyarg oersifat _ebih operasicra. akan

diatur dalam Anggarar Rumsh Tanggs; —----—--—=—==—=-—
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3. itctapkan di oS iy ==e=eeseccccccccccnea.
Perghadap menerangkan bahwa segala identitas,
data-data dan Xeterancan-keterargan vang diberikan
kepada saya, Notzris adalah berar, tidak pernzh
didupl kasikan/digalsukzn, apabilz dikemudian hari
ternyata kal itu tidak penar akan menjadi resizo can
tanggung jawab parz perghadap sendir: dan dengan ini
para pengtadap  mombebaskar  sayz,  Nolarls  serla
irstansi ferkalt dari segala turtutan hukuom akan ha_
tersebut yarg mungkir akan timbul dikemudian hari,
dan  selanjulnya perghadsp Lo zb mengerli dzn

memanani isi akta ini.

Pibuak sevagai sa’ inan dan d'largsungkan di ... pada

kari dan

targgal seperti cisebutxan pada bagian awal
asta ini agir: oleh (--m——m——mmmmm—
tanggal ..., Warga Negara

waslz, Femegsng Karlu

DWI SATMOKO,SH,Mkn

Gambar 1. Contoh Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan
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Akibat Hukum Terhadap Perkumpulan Nelayan Yang Telah Memiliki
Akta Badan Hukum Dari Notaris

Dengan sahnya perkumpulan nelayan menjadi badan hukum, maka
dapat ditemukan perbedaan antara perkumpulan nelayan yang eksistensinya
belum tercatat secara administratif dalam hukum dan yang sudah tercatat di
Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukum yang dapat diidentifikasi
adalah:
1. Akibat Hukum Bagi Perkumpulan Nelayan

Apabila telah sah menjadi badan hukum, maka perkumpulan
nelayan dapat lebih leluasa dalam melakukan tindakan hukum seperti
membuka rekening di bank atau mendaftarkan asuransi jiwa untuk
anggotanya maupun asuransi barang. Ini akan membawa dampak
besar bagi para anggota nelayan yang ada di dalam perkumpulan,
dimana kemungkinan untuk mendapatkan fasilitas berupa jaminan
keselamatan jiwa pada saat melaut lebih besar, dan meminimalisir
untuk dipersulit dalam membuka asuransi jiwa.

Akibat hukum yang terjadi pada perkumpulan nelayan yang
telah resmi dan mendapat akta sebagai perkumpulan yang berbadan
hukum yakni berlakunya hak-hak dan kewajiban perkumpulan sesuai
dengan yang diatur dalam peraturan perundangan. Adanya kedudukan
sebagai badan hukum menjadikan suatu kejelasan bagi perkumpulan
nelayan bahwa hak sebagai warga negara dijamin perlindungan

hukumnya oleh negara dengan tak terkecuali.
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Perkumpulan nelayan yang termasuk sebagai organisasi
masyarakat berhak, “... a. mengatur dan mengurus rumah tangga
organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas
kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-
cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi; e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap
keberadaan dan kegiatan organisasi; dan f. melakukan kerja sama
dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan
pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan
organisasi.”*!?

Selain- mendapatkan haknya, perkumpulan nelayan perlu
melakukan kewajiban yang diatur, yaitu, “a. melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c.
memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan
serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban
umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan
pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f.

berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.”*®

H12Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pasal 20.
131pid. Pasal 21.
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Akibat Hukum Bagi Anggota Perkumpulan Nelayan

Tak hanya akibat hukum dapat dirasakan oleh perkumpulan
secara garis besar, namun akibat hukum dapat berlaku bagi para
anggota, “Dalam AD dan ART Perkumpulan Nelayan perlu
dicantumkan pernyataan bahwa putusan paling tinggi dan tidak bisa
diganggu gugat dalam perkumpulan adalah keputusan yang diambil
dari rapat seluruh anggota, dan juga perlu dicantumkan cara
pembubaran perkumpulan.”**4

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa keputusan
yang diambil dari rapat seluruh anggota berakibat hukum sebagai
keputusan yang paling tinggi dan pilihan keputusan tidak bisa diganti
kecuali dilakukan rapat kembali terkait keputusan sebelumnya.
Pilihan dan suara dari anggota memiliki akibat hukum yang
berpengaruh pada jalannya suatu perkumpulan nelayan. Hal ini sesuai
dengan prinsip yang digunakan di Indonesia, “Bahwasanya segala
warga negara mempunyal hak yang sama dalam hukum dan
pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak
kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia

sejak lahir sampai meninggal dunia.”**®

114Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn
pada tanggal 16 Desember 2021

115Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
Pasal 27 Ayat (1)
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Konteks lain yang bisa didapatkan oleh anggota perkumpulan
nelayan sebagai akibat hukum dari perkumpulan nelayan yang
berbadan hukum secara sah dapat dilihat dari kemudahan akses
pemerintah untuk memberikan bantuan kepada nelayan secara
individual, “Eksistensi Perkumpulan Nelayan dapat membantu
pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan bilamana terdapat
bantuan baik berupa uang maupun alat untuk bekerja bagi para
nelayan. Lebih mudah dikoordinasi karena anggota nelayan di
perkumpulan sudah tercatat secara sistematis.”**

Hal ini berlaku pada Perkumpulan Nelayan SEGORO JOYO
GEGUNUNG WETAN dan PERKUMPULAN MARSUDI MINO
DESA PANDEAN yang masing-masing sah menjadi suatu badan
hukum pada tanggal 12 Maret 2020 dan 25 Agustus 2021. Dalam AD
dan ART Perkumpulan Marsudi Mino, pada Pasal 9 ayat 2 dan 3 diatur
bahwa rapat anggota dilakukan secara teratur paling sedikit sekali
dalam setahun dan jika diperlukan dapat dilakukan Rapat Anggota
Luar Biasa, serta Rapat Anggota mengesahkan laporan pertanggung
jawaban pengurus perkumpulan. Artinya, para anggota Perkumpulan
Nelayan Segoro Joyo Gegunung Wetan terikat pada aturan dimana
sebagai anggota Perkumpulan Nelayan Marsudi Mino perlu mentaati

aturan yang mengharuskan menghadiri rapat anggota setidaknya

116 Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H.,
M.Kn pada tanggal 26 Desember 2021
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sekali dalam setahun dan turut serta mengesahkan pertanggung
jawaban pengurus perkumpulan. Hal yang sama juga berlaku untuk
perkumpulan nelayan Segoro Joyo Gegunung Wetan.!

Bantuan dari Pemerintah nyata adanya. Realisasi dari gagasan
perlindungan pemerintah untuk memberdayakan nelayan dan petani
garam termaktub pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai berikut;

(1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan

pembudi daya-ikan kecil melalui:
a. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan
pembudi- daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha
maupun biaya operasional dengan cara yang mudah,
bunga pinjaman Yyang rendah, dan sesuai dengan
kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan
kecil;

a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi
daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan
dan - keterampilan di bidang penangkapan,
pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
dan

b. Penumbuhkembangan kelompok nelayan Kkecil,
kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi
perikanan.

Bantuan dari Pemerintah secara spesifik telah dirasakan oleh
masyarakat berprofesi nelayan di Kabupaten Rembang. Pada tahun
2018, melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal

Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), Kementerian

17 1bid.
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Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan pertama kalinya memberi
bantuan modal bagi nelayan di Kabupaten Rembang. Bersama Bank
Rakyat Indonesia (BRI), pinjaman modal sebesar masing-masing
Rp380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan
Rp275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan
dari LPUMKP kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Nelayan. Bertujuan sebagai pendorong semangat nelayan dan
penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pemberian modal
tersebut diselebrasikan dengan penandatanganan akad pinjaman.
Tak hanya pinjaman, layanan pendampingan di saat sebelum,
sesudah dan setelah periode pinjaman diberikan pula oleh

LPMUKP.™8

118 Nurdin, N. Alat Tangkap Pengganti Cantrang Terus Dibagikan ke Nelayan. Diakses dari
https://regional.kompas.com/read/2017/10/17/08090001/alat-tangkap-pengganti-cantrang-terus-
dibagikan-ke-nelayan, Pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 20.00 WIB
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A.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Penulis, kesimpulan

penelitian ini adalah:

1.

Peran notaris dalam menbuat akta badan hukum perkumpulan
nelayan adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan
nelayan sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 2 Tahun
2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berwenang
membuat akta autentik selama dalam peraturan perundangan tidak
diatur pejabat lain yang membuat akta terkait, lalu sebagai
kelengkapan persyaratan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor
17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam membuat
akta pendirian dan terdapat AD dan ART didalamnya, serta
membantu perkumpulan nelayan dalam membuat maupun
memastikan AD dan ART perkumpulan sesuai dengan peraturan

perundangan.

Mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan
dimulai dengan memesan nama Perkumpulan Nelayan ke laman
AHU Online oleh Notaris. Pemberitahuan verifikasi akan diberikan

Kementerian Hukum dan HAM melalui e-mail Notaris. Apabila
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terverifikasi, Perkumpulan Nelayan dapat mengumpulkan

persyaratan berupa AD dan ART serta dokumen berikut:

1) Foto Copy Identitas dari masing-masing Pengurus dan
Pengwasa Perkumpulan.

2)  Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap
Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan
diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama
lainnya

3)  Sumber pendanaan Perkumpulan

4)  Program kerja Perkumpulan

5)  Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan
atau dalam perkara di pengadilan

6) Notulen rapat pendirian Perkumpulan

7)  Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh
kartu nomor pokok wajib pajak.

AD dan ART yang telah dilegalisasi Notaris dan berkas-berkas

persyaratan akan diunggah di laman AHU Online dan Surat

Keputusan Kementerian akan dikirim melalui e-mail Notaris.

Perkumpulan Nelayan akan mendapatkan Surat Keputusan

Kementerian serta AD dan ART Salinan. Mekanisme ini telah diatur

pada Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan

nelayan diatur secara khusus dalam BAB 111 Pasal 9 sampai dengan

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019
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Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Akibat hukum terhadap Perkumpulan Nelayan yang telah memiliki
akta badan hukum dari Notaris adalah munculnya hak dan kewajiban
sebagai perkumpulan nelayan seperti yang diatur dalam Pasal 20 dan
Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, yakni; hak mengatur dan mengurus rumah tangga
organisasi, hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan, melakukan kegiatan demi mencapai tujuan,
mendapat perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan
Perkumpulan, melakukan kerja sama dengan pemerintah dan pihak
lain dalam mengembangkan Perkumpulan Nelayan, serta
berkewajiban = melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan
organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama,
budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan
manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan
terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan
keuangan secara transparan dan akuntabel; dan berpartisipasi dalam
pencapaian tujuan negara. Para Anggota Perkumpulan Nelayan juga

mendapatkan akibat hukum berupa terikatnya anggota pada aturan

85



B.

Saran

yang diatur dalam AD dan ART perkumpulan nelayan, serta
mempermudah anggota perkumpulan nelayan untuk mendapatkan
fasilitas dan haknya, seperti asuransi pekerja dan bantuan dari

pemerintah.

Dari hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan Penulis, saran

yang dapat diberikan adalah:

1.

Memberikan legalisasi pada Perkumpulan Nelayan sehingga
menjadi suatu badan hukum merupakan urgensi yang perlu
dilakukan oleh masyarakat berprofesi Nelayan. Keberadaan
hukumnya diakui secara sah dan mendapatkan jaminan hukum serta
keuntungan dalam mempermudah pekerjaannya.

Perkumpulan Nelayan perlu mengetahui persyaratan dan ketentuan
sebelum membentuk Perkumpulan Nelayan, khususnya dalam
membuat nama Perkumpulan sehingga tidak ada hambatan
administratif di masa mendatang.

Penting bagi Notaris untuk melakukan pekerjaannya dengan prinsip
kehati-hatian terkait melegalisasi AD dan ART Perkumpulan
Nelayan, terutama yang terkait dengan kegiatan dan tujuan dari

Perkumpulan Nelayan.
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